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A. URAIAN MATERI
CIRI-CIRI KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan publik harus berdasarkan pada reformasi yang mendalam dalam aspek kebijakan publik. Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan adalah tindakan kebijakan yang dilakukan untuk kepentingan publik. Selain itu, kebijakan juga bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Tentu saja, perumusan kebijakan didasarkan pada evaluasi kebijakan masa lalu. Setiap kebijakan tidak berdiri sendiri dan merupakan lanjutan dari kebijakan yang ada. Kebijakan tersebut harus menjadi bagian dari rangkaian yang tidak terpisahkan untuk menemukan pola yang tepat dan baik bagi kemaslahatan masyarakat. Kebijakan harus didasarkan pada perbaikan kebijakan sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi kebijakan. Tidak setiap kebijakan dapat diidentifikasi secara segera. Kebijakan publik memerlukan tahapan-tahapan pengujian, penelitian, eksperimen, dan iterasi untuk meminimalkan kelemahan dan kekurangan kebijakan. 
Pengujian dampak kebijakan juga merupakan indikator keberhasilan kebijakan publik yang berdampak positif dan dijadikan sebagai pilihan kebijakan. Aspek kerugian dan manfaat dari kebijakan harus dimunculkan sebagai akibat dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak boleh diputuskan secara sembarangan, apapun keadaan dan situasinya, karena setiap kebijakan memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat secara keseluruhan.
Ciri-ciri kebijakan publik pada dasarnya adalah aktivitas unik dengan karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh jenis kebijakan lainnya. Ciri khusus ini berasal dari kenyataan bahwa kebijakan merupakan hasil pemikiran, rancangan, perumusan, dan keputusan dari orang-orang yang berkuasa dalam sistem politik. Dalam sistem politik atau masyarakat tradisional yang sederhana, misalnya pemimpin adat atau pemimpin suku, sedangkan dalam sistem politik yang kompleks atau masyarakat modern, mereka adalah eksekutif, legislatif, hakim, administrator, monarki, dan sejenisnya. Mengingat posisinya yang strategis, maka secara otomatis mereka  dianggap berhak melakukan tindakan tertentu atas nama masyarakat sistem politik, sepanjang hal tersebut masih  dalam  peran dan kewenangannya. Menurut Garston, di negara-negara yang menganut  demokrasi konstitusional,  kebijakan publik  dibuat dan dilaksanakan atas persetujuan rakyat dan oleh rakyat yang  diberi wewenang untuk bertindak  sesuai  norma dan prosedur. Di negara demokratis seperti itu kebanyakan para pembuat kebijakan publik terdiri dari pejabat pejabat yang dipilih.
Berikut cirri-ciri kebijakan publik;
· Pertama, kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan mengarah pada tujuan tertentu, bukan hanya beberapa bentuk perilaku atau tindakan yang benar-benar acak, rutin, dan menyimpang. Kebijakan publik seperti kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial dalam sistem politik modern bukanlah tindakan kebetulan atau kelalaian melainkan tindakan terencana.
· Kedua, kebijakan terutama terdiri dari tindakan yang saling berhubungan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang di bidang tertentu, tetapi diikuti oleh keputusan atau instruksi eksekutif yang lebih rinci terkait dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan untuk menerapkannya.
· Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah di daerah-daerah tertentu. Misalnya, dalam pengaturan perdagangan, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, pemberantasan buta huruf, promosi program keluarga berencana, dan promosi perumahan rakyat bagi kelompok berpenghasilan rendah.
· Keempat, kebijakan publik dapat bersifat positif atau negatif. Kebijakan publik dalam bentuk positifnya dapat mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemecahan masalah tertentu.Sedangkan dalam bentuk  pasifnya, kebijakan publik dapat mencakup keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak mengambil tindakan dalam hal-hal yang memerlukan intervensi pemerintah. Misalnya, dalam iklim perdagangan dan pasar bebas, pemerintah cenderung menutup mata dan telinga, atau membiarkan pedagang tradisional dipukuli bahkan terpaksa gulung tikar karena tidak mampu lagi bersaing dengan produk impor yang banyak diperdagangkan melalui supermarket modern.
Secara umum menurut (Affrian, 2012), kebijakan publik selalu menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Ada lima ciri umum kebijakan publik.
1. Setiap kebijakan memiliki tujuan. Mempersiapkan Politik tidak boleh acak atau kebetulan kesempatan untuk mewujudkannya. Jika tidak ada tujuan, Anda tidak perlu membuat kebijakan.
2. Kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut juga terkait dengan berbagai kebijakan yang terkait dengan persoalan masyarakat, yang diarahkan pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang mereka katakan akan mereka lakukan atau ingin lakukan.
4. Kebijakan dapat bersifat pasif, larangan, atau berupa arahan untuk implementasinya.
5.  Kebijakan didasarkan pada hukum, karena mereka memiliki kekuatan untuk memaksa orang untuk mematuhinya









SIFAT KEBIJAKAN PUBLIK
Menurut Budi Winarno sifat kebijakan terbagi  menjadi beberapa kategori yaitu:
1. Tuntutan kebijakan (policy demands).
 Tuntutan Kebijakan merupakan sebuah tuntutan yang dibuat oleh aktor swasta atau intansi pemerintah diperuntukan kepada petinggi / pejabat pemerintah atau sistem politik
2.  Keputusan kebijakan (policy decisoins).
Keputusan yang di rancang oleh pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi pengarahan dan subtansi dalam pengambilan  kebijakan, termasuk ikut serta dalam kegiatan menetapkan UU, memberikan  tugas eksekutif maupun  pernyataan resmi, menyuarakan peraturan-peraturan administratif atau merancang interpretasi yuridis kepada UU .
3. Pernyataan kebijakan (policy statements).
Pernyataan Kebijakan dapat di simpulkan sebagai pernyataan yang bersifat resmi atau artikulasi kebijakan publik yang ikut andil  dalam ketegori adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato petinggi pemerintah yang bertujuan menunjukan pernyataan kebijakan 
4. Hasil Kebijakan (policy output).
Hasil Kebijakan lebih mengarah kemanifestasi nyata dari kebijakan publik, hal yang di tindaki  sebenarnya dilakukan atas dasar  hasil keputusan  dan pernyataan kebijakan.
5. Dampak kebijakan (policy outcomes).
Dampak Kebijakan lebih mengarah pada bagaimana akibat terhadap  masyarakat baik yang diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah


B. CONTOH KEBIJAKAN

1. Kebijakan Substantif.
Kebijakan substantif mengandung makna kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang harus dilakukan oleh publik.
2. Kebijakan Prosedural.
Kebijakan prosedural merupakan kebijakan lanjutan dari kebijakan substantif. Berisi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan substantif.
3.  Kebijakan Distributif.
Jenis kebijakan ini menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Contoh, kebijakan BPJS.
4. Kebijakan Regulatori.
Definisi dari kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu maupun kelompok masyarakat. Contoh, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
5. Kebijakan Redistributif.
Kebijakan jenis ini mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikian di antara berbagai kelompok masyarakat. Contoh: pajak.
6.  Kebijakan Material.
Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkret pada kelompok sasaran. Contoh, subsidi BBM.
7.  Kebijakan Simbiosis.
Kebijakan simbiosis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbiosis pada kelompok sasaran, tetapi tidak memaksa. Contoh, kebijakan iuran televisi di tahun 1962.
8. Kebijakan Barang Umum.
Kebijakan barang umum atau public goods merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Contoh, program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

9.  Kebijakan Barang Privat
Kebijakan barang privat atau private goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.
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